BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 302 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TADUASA DI KECAMATAN BATUATAS

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

EABUPATEN BUTON SELATAN

BUPATI BUTON SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagai
mana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka dalam
rangka efektifvitas pengelolaan dan Penyelenggaran
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Taduasa di
Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan perlu
ditetapkan Izin Pendirian/ Operasional;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian/ Operasional
Sekolah Dasar Negeri 1 Taduasa di Kecamatan Batuatas
Kabupaten Buton Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Memperhatikan

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2014  tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di  Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5563);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scehagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Nomor 45 tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6
Maret 2015);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatenn
Selatan;

: Permohonan dari Pelaksana Kepala Sekolah Dasar

Taduasa Nomor 822.2/ 001/2016 tanggal 28 Mei 2016
perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah
Dasar Negeri 1 Taduasa.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Dasar
Negeri 1 Taduasa di Kecamatan Batuatas Kabupaten
Buton Selatan terhitung sejak Penerimaan Siswa Baru
Tahun Pelajaran 2016/2017. :

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum
yang digunakan senantiasa berpedoman pada petunjuk
dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar
dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab
dan pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.

Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Selatan
dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batauga
Pada tanggal : 3 AGausTus 2016
__Pj. BUPATI BUTON SELATAN,
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